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ABSTRACT

Tourism development has become an important strategy for promoting local
economic growth and improving community welfare. Banjarasri Village,
Kalibawang District, Kulon Progo Regency, is one of the rural areas with
considerable tourism resources that require proper management to ensure
sustainable land utilization. This study aims to identify the tourism potential of
Banjarasri Village, analyze the factors influencing its development, and formulate
recommendations for tourism development from a land management perspective.
This research employed a qualitative descriptive approach using observation,
interviews, documentation, P4T (land tenure, ownership, use, and utilization) data,
spatial data, and a literature review. The analysis was conducted using Cooper's
44 tourism theory (Attraction, Accessibility, Amenity, and Ancillary) and the
concepts of Sustainable Land Management (SLM) and the Sustainable Agrarian
Management System (SPAB). The results indicate that Banjarasri Village possesses
diverse tourism resources supported by internal factors, including attractions,
accessibility, amenities, and institutional capacity, as well as external factors such
as government support, licensing, and stakeholder collaboration. From a land
management perspective, most tourism sites have clear land tenure, ownership, and
legal land rights, providing legal certainty for tourism development. Therefore,
tourism development should emphasize institutional strengthening, human resource

capacity building, and sustainable land utilization.

Keywords: tourism potential, 4A theory, Sustainable Land Management,

Sustainable Agrarian Management System.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis
dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah
maupun negara, karena dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan
pendapatan masyarakat melalui berbagai aktivitas ekonomi yang terkait
(Fadilla, 2024). Selain berdampak pada sektor utama pariwisata, kegiatan
pariwisata juga memberikan efek kepada sektor lain seperti perdagangan,
transportasi, jasa, serta industri kreatif yang saling berkaitan dalam sistem
ekonomi lokal (Saadah dkk., 2023). Aktivitas pariwisata yang meningkat akan
membuka kesempatan kerja baru di bidang akomodasi, restoran, transportasi,
kerajinan lokal, dan layanan jasa lainnya, sehingga meningkatkan pendapatan
rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat setempat (Widodo dkk., 2024).
Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal dinilai efektif
dalam menciptakan keunggulan kompetitif destinasi sekaligus menjaga
keberlanjutan sosial dan ekonomi wilayah (Ramayani dkk., 2025). Keterkaitan
antarsektor yang dibentuk oleh aktivitas pariwisata menciptakan efek
pengganda (multiplier effect) yang memperluas kontribusi ekonomi pariwisata
terhadap output regional dan penciptaan lapangan kerja ketika dipadukan
dengan kebijakan dan kesiapan masyarakat (Parulian dkk., 2024).

Pengembangan pariwisata di Indonesia didukung oleh landasan hukum
yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan ruang. Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan
bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kepentingan kemakmuran
rakyat. Ketentuan ini menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya alam
melalui berbagai kegiatan ekonomi, termasuk pariwisata. Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menekankan prinsip
keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan
pariwisata. Pengaturan tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian

penting dalam pengembangan destinasi wisata. Selain itu, Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengatur fungsi sosial
tanah dalam setiap bentuk pemanfaatannya. Pengaturan tata ruang melalui
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 juga mengarahkan pemanfaatan ruang
agar selaras dengan rencana pembangunan wilayah.

Perubahan preferensi wisatawan yang semakin mengarah pada
pengalaman berbasis alam dan budaya dapat dilihat dari minat wisatawan yang
tidak hanya mencari fasilitas modern tetapi juga keterlibatan langsung dengan
alam dan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat (Novianti dkk., 2020).
Wisatawan tidak hanya mencari fasilitas modern, tetapi juga interaksi sosial dan
nilai-nilai kearifan lokal. Perubahan pola tersebut mendorong berkembangnya
pariwisata pedesaan sebagai alternatif destinasi di luar kawasan perkotaan,
karena pariwisata pedesaan dapat menjadi bentuk pengembangan ekonomi
lokal yang responsif terhadap kebutuhan wisatawan untuk pengalaman alam,
budaya, serta kehidupan komunitas desa sambil memanfaatkan potensi lokal
sebagai daya tarik wisata yang khas dan berkelanjutan (Krisnawati, 2021).
Perubahan ini membuka ruang partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan
dan pengelolaan pariwisata. Suharti dkk. (2023) menyebutkan bahwa desa
wisata berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mekanisme
keterlibatan masyarakat serta pelestarian lingkungan dan budaya yang
terintegrasi dalam pengembangan destinasi.

Kebijakan pembangunan nasional turut memengaruhi pengembangan
sektor pariwisata di tingkat daerah. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2025-2029 menetapkan arah kebijakan pembangunan nasional lima tahun ke
depan sebagai penjabaran visi, misi, dan program pemerintahan saat ini,
termasuk strategi untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta
pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
melalui arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita
menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis
potensi lokal sebagai upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian nasional.

Dalam kerangka tersebut, desa diposisikan sebagai salah satu pilar penting



pembangunan nasional karena memiliki peran strategis dalam pengelolaan
sumber daya alam, pengembangan ekonomi lokal, serta pelestarian nilai budaya
masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam dan budaya lokal diarahkan
sebagai strategi penguatan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berorientasi
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2025). Dalam konteks tersebut, pariwisata desa
memiliki relevansi yang kuat sebagai penggerak ekonomi lokal. Pengembangan
pariwisata diharapkan mampu menciptakan peluang kerja dan meningkatkan
pendapatan masyarakat desa. Selain aspek ekonomi, penguatan desa melalui
pariwisata juga berkaitan dengan pengurangan kesenjangan pembangunan
antarwilayah. Kebijakan tersebut membuka ruang bagi daerah untuk
mengoptimalkan potensi pariwisata sesuai dengan kondisi dan potensi lokal
yang dimiliki.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
menegaskan bahwa pembangunan pariwisata daerah harus dilakukan secara
terintegrasi dengan memperhatikan kesiapan sosial masyarakat, kapasitas
kelembagaan lokal, serta kepastian regulasi dan tata ruang agar manfaat
pariwisata dapat dirasakan secara merata (Kemenparekraf RI, 2024). Sejalan
dengan hal tersebut. Putri dkk. (2025) mengemukakan bahwa keberhasilan
destinasi wisata sangat ditentukan oleh integrasi unsur 4A, yaitu attraction
(daya tarik), accessibility (aksesibilitas), amenity (fasilitas pendukung), dan
ancillary (kelembagaan dan layanan pendukung). Ketidakseimbangan salah
satu unsur tersebut dapat memengaruhi kinerja destinasi secara keseluruhan.
Kepastian hukum atas lahan dan kesesuaian dengan tata ruang juga menjadi
aspek penting dalam pengembangan pariwisata. Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan desa
wisata sangat ditentukan oleh penguatan kelembagaan lokal, seperti Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berfungsi sebagai penggerak utama
pengelolaan, pelayanan, dan pengembangan ekonomi pariwisata desa.

Keberhasilan pengembangan pariwisata di tingkat lokal dipengaruhi

oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan dan tidak dapat



dipisahkan satu sama lain (Aprilia de Lima & Prakoso, 2024). Pada pariwisata
desa, keterkaitan antar faktor tersebut membentuk suatu sistem pengelolaan
yang menentukan arah, pola, dan keberlanjutan pengembangan destinasi wisata.
Faktor internal meliputi potensi daya tarik wisata, kualitas sumber daya
manusia, partisipasi masyarakat, serta kapasitas kelembagaan lokal dalam
mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan (Istifania & Galihkusumah,
2023). Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam pengembangan
pariwisata desa karena keterlibatan warga dalam perencanaan, pengelolaan, dan
pengawasan kegiatan wisata mampu meningkatkan rasa memiliki serta menjaga
keberlanjutan destinasi wisata secara sosial, ekonomi, dan lingkungan (Astiti,
2025). Keterlibatan tersebut tidak hanya memperkuat sosial pengembangan
pariwisata, tetapi juga berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan sumber
daya lokal. Selain itu, keberadaan kelembagaan lokal seperti Kelompok Sadar
Wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan penting
dalam memperkuat koordinasi antaraktor, meningkatkan kualitas pelayanan
wisata, serta mengelola aktivitas ekonomi lokal secara lebih terstruktur dan
berkelanjutan (Laksono dkk., 2025).

Di sisi lain, faktor eksternal yang memengaruhi pengembangan
pariwisata mencakup dukungan kebijakan pemerintah setempat, ketersediaan
aksesibilitas dan amenitas, kepastian regulasi, serta akses terhadap promosi
digital dan jaringan pasar wisatawan (Minanda dkk., 2024). Faktor-faktor
tersebut berperan sebagai lingkungan pendukung yang menentukan sejauh
mana potensi pariwisata dapat dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan.
Dukungan kebijakan dan fasilitasi dari pemerintah daerah berperan penting
dalam menciptakan pengembangan pariwisata yang kondusif, khususnya dalam
hal kemudahan perizinan, pendampingan teknis kepada pengelola wisata, serta
penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai (Sentanu &
Mahadiansar, 2020). Tanpa adanya dukungan eksternal yang kuat dan
terkoordinasi, upaya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat akan

menghadapi berbagai kendala struktural.



Kajian pertanahan berkaitan dengan pemahaman terhadap status,
penguasaan, dan pemanfaatan lahan yang digunakan untuk kegiatan pariwisata
mengingat perubahan penggunaan tanah secara cepat akibat ekspansi pariwisata
dapat mempengaruhi pola ruang, nilai tanah, serta akses masyarakat terhadap
tanah produktif jika tidak diatur secara sistematis melalui kebijakan tata ruang
dan pertanahan (Hamid dkk., 2024). Kejelasan aspek pertanahan diperlukan
agar pemanfaatan lahan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan
rencana tata ruang yang berlaku. Dalam kebijakan nasional, pemanfaatan lahan
produktif berkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria yang mencakup
penataan aset dan penataan akses. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma
Agraria. Pengembangan pariwisata dapat diposisikan sebagai salah satu bentuk
kegiatan ekonomi produktif yang memanfaatkan lahan secara legal dan
bertanggung jawab. Pendekatan ini berkontribusi terhadap penguatan ekonomi
lokal sekaligus menjaga keberlanjutan pemanfaatan ruang. Prinsip-prinsip yang
terkandung dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi rujukan dalam pengelolaan
tanah dan ruang di tingkat desa.

Pengelolaan tanah berkelanjutan (sustainable land management)
bertujuan mengelola tanah sebagai sumber daya terbatas secara adil, produktif,
dan berkelanjutan di tengah meningkatnya tekanan pembangunan dan
kebutuhan ruang (Saputra, 2022). Pada pengembangan pariwisata, pengelolaan
tanah berkelanjutan kegiatan pariwisata merupakan bentuk pemanfaatan lahan
yang berpotensi menimbulkan alih fungsi lahan, tekanan lingkungan, dan
konflik kepentingan apabila tidak dikendalikan melalui kebijakan pertanahan
dan tata ruang yang jelas (Sudini, 2022). Paradigma pengelolaan pertanahan
yang berkelanjutan menekankan integrasi antara kebijakan pertanahan, fungsi
administrasi pertanahan yang mencakup land tenure, land value, land use, dan
land development, serta dukungan infrastruktur informasi pertanahan sebagai
landasan pengambilan keputusan pemanfaatan ruang (Supadno, 2024).

Penerapan prinsip ini dalam pengembangan pariwisata desa memungkinkan



pemanfaatan tanah diarahkan secara legal, tertib, dan bertanggung jawab sesuai
rencana tata ruang dan kemampuan lahan, sehingga pariwisata dapat berfungsi
sebagai kegiatan ekonomi produktif yang memperkuat ekonomi lokal tanpa
mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan agraria bagi masyarakat
setempat.

Integrasi antara faktor internal dan faktor eksternal menjadi prasyarat
utama bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing
(Sintia, 2025). Integrasi tersebut berkaitan erat dengan aspek pertanahan karena
keberhasilan pariwisata di tingkat lokal sangat bergantung pada kejelasan status
hukum tanah, sistem penguasaan, dan pola pemanfaatan lahan untuk aktivitas
wisata (Trisya & Sabatia, 2025). Faktor internal seperti partisipasi masyarakat
dan kapasitas kelembagaan lokal menentukan pemanfaatan tanah secara
kolektif dan bertanggung jawab, sementara faktor eksternal berupa kebijakan
pemerintah, kepastian regulasi, dan pengendalian tata ruang menjamin
kepastian hukum serta mencegah konflik dan alih fungsi lahan yang tidak
terkendali (Khair & Assyahri, 2024). Kondisi tersebut membuka peluang
integrasi pengembangan pariwisata dengan Reforma Agraria melalui penataan
aset dan penataan akses sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor
62 Tahun 2023. Kajian pertanahan menjembatani faktor internal dan eksternal
tersebut agar pemanfaatan lahan bagi pengembangan pariwisata dapat
berlangsung secara legal, tertib, berkelanjutan, dan berkontribusi nyata terhadap
kesejahteraan masyarakat lokal.

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal memiliki potensi pariwisata
berbasis budaya, sejarah, dan alam yang berkontribusi signifikan terhadap
perekonomian daerah, meskipun perkembangannya masih cenderung terpusat
di kawasan perkotaan (Kusumawati, 2025). Pola pengembangan yang terpusat
tersebut berimplikasi pada ketimpangan distribusi manfaat ekonomi
antarwilayah dan mendorong perlunya pengembangan pariwisata di wilayah
pinggiran dan perdesaan. Pengembangan pariwisata perdesaan dipandang
penting untuk memanfaatkan potensi desa dan meningkatkan pendapatan

masyarakat lokal secara berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo (Suryawan



dkk., 2025). Kabupaten Kulon Progo memiliki peluang besar dalam
pengembangan pariwisata berbasis alam dan budaya seiring dengan
keberagaman objek wisata dan strategi pembangunan daerah yang terus
dikembangkan (Supriyadi & Dewi, 2022). Kawasan Pegunungan Menoreh,
dengan kekayaan alam dan budayanya, berpotensi menjadi daya tarik wisata
yang perlu dikembangkan secara terarah untuk meningkatkan kunjungan
wisatawan (Hayati, 2022). Pengembangan pariwisata di kawasan ini sekaligus
menjadi instrumen pemerataan pembangunan daerah dengan mendistribusikan
manfaat ekonomi secara lebih merata antara wilayah pusat dan pinggiran
(Kurniawan & Iriani, 2024).

Kalurahan Banjarasri yang berada di Kapanewon Kalibawang,
Kabupaten Kulon Progo, memiliki beragam potensi pariwisata alam, budaya,
dan kuliner. Beberapa destinasi yang berkembang di wilayah ini antara lain
Puncak Giri Sembung, Dolan Ndeso, Watu Keker, Monumen MBKD, Bukit
Beton, Bukit Doa Maria Watu Blencong, Gereja Katolik Santa Theresia
Lisieux, dan Pertenunan ATBM . Potensi tersebut didukung oleh kondisi alam,
nilai budaya, dan religi yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat.
Keberagaman potensi ini menjadi modal penting dalam pengembangan desa
wisata. Pengakuan terhadap potensi Banjarasri tercermin dari masuknya desa
ini dalam 500 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024
(Kemenparekraf, 2024). Capaian tersebut menunjukkan adanya perhatian
terhadap pengembangan pariwisata berbasis desa. Namun, pengelolaan potensi
tersebut masih memerlukan perencanaan yang lebih terarah. Tanpa perencanaan
yang matang, pemanfaatan potensi wisata seperti desa wisata Tinalah berisiko
tidak berjalan secara optimal (Atmoko, 2019).

Potensi pariwisata di Kalurahan Banjarasri memerlukan adanya
landasan hukum yang kuat, terutama terkait dengan aspek kepastian hak atas
tanah sebagai salah satu syarat utama pembangunan yang berkelanjutan.
Kepastian atas hak tersebut sangat penting dalam mewujudkan perlindungan
hukum yang efektif bagi pemegang hak agar terhindar dari ketidakpastian

administratif maupun konflik dalam pengelolaan lahan untuk kepentingan



pembangunan (Nathania dkk., 2024). Analisis terhadap faktor kepastian hak
atas tanah menjadi krusial karena tanpa jaminan hukum yang memadai,
pengembangan destinasi wisata di Kalurahan Banjarasri akan sulit untuk
mencapai keberhasilan jangka panjang yang memberikan rasa aman bagi para
pemangku kepentingan. Sinkronisasi antara ketersediaan data pertanahan yang
akurat dengan rencana tata ruang pariwisata menjadi langkah strategis untuk
memastikan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor
pariwisata tetap berjalan di atas koridor (Sandi dkk., 2026).

Pengembangan desa wisata perlu didukung oleh penerapan prinsip
Sustainable Land Management dan Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan
agar pemanfaatan sumber daya lahan tidak hanya berorientasi pada peningkatan
nilai ekonomi, tetapi juga menjaga fungsi sosial, lingkungan, dan kepastian
hukum atas tanah. Pengelolaan lahan yang berkelanjutan menempatkan tanah
sebagai sumber daya strategis yang harus dimanfaatkan sesuai dengan
kemampuan lahan, status penguasaan, serta rencana tata ruang sehingga mampu
mendukung pembangunan pariwisata secara berkelanjutan (Sudipa, 2021).
Pada Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan, pengembangan pariwisata
memerlukan integrasi antara aspek land tenure, land use, land value, dan land
development untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan ruang dilakukan
secara legal, tertib, dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat
(Munthe, 2025). Penerapan prinsip tersebut digunakan dalam pengembangan
desa wisata karena mampu meminimalkan konflik pemanfaatan lahan,
mengendalikan alih fungsi lahan yang tidak sesuai, serta memperkuat kepastian
hukum dan keberlanjutan lingkungan (Rohiani, 2021). Pengembangan potensi
pariwisata tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan
wisatawan, tetapi juga diarahkan pada terciptanya tata kelola pertanahan yang
berkelanjutan sebagai landasan pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan
berkeadilan (Lase dkk., 2025).

Community Based Tourism (CBT) merupakan model pengembangan
pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam

pengambilan keputusan, pengelolaan, serta distribusi manfaat dari kegiatan



pariwisata yang dikembangkan di wilayahnya (Rahayu dkk., 2016). CBT
bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan
potensi wisata lokal, seperti wisata alam, agro, budaya, pendidikan, dan minat
khusus, yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik wilayah dan kapasitas
komunitas setempat (Rahayu dkk., 2016). Keberhasilan pengembangan
pariwisata sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, dukungan
kelembagaan, serta sinergi antara pemerintah, komunitas, dan pemangku
kepentingan lainnya (Rahayu dkk., 2016). Pengembangan CBT juga dipandang
mampu menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta
mendorong pelestarian lingkungan dan budaya lokal apabila dikelola secara
terintegrasi dan berkelanjutan (Rahayu dkk., 2016). CBT menjadi pendekatan
yang relevan dalam pengembangan potensi pariwisata desa, termasuk di
wilayah perbukitan Menoreh, karena menekankan pemberdayaan masyarakat
sebagai fondasi utama pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkeadilan
(Rahayu dkk., 2016).

Pengembangan pariwisata di Kalurahan Banjarasri memerlukan
pemahaman yang menyeluruh terhadap berbagai faktor yang memengaruhinya.
Pengelolaan potensi wisata memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek
pertanahan, tata ruang, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat, mengingat
pengembangan pariwisata memerlukan kepastian hukum atas pemanfaatan
lahan, kesesuaian peruntukan ruang, penguatan kelembagaan lokal, serta
keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata berbasis komunitas
(Rahayu dkk., 2016; Tjitrawati dkk., 2022). Keterkaitan antar aspek membentuk
dinamika pengembangan pariwisata desa. Analisis terhadap faktor-faktor
tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi aktual pengembangan wisata
di Banjarasri. Pemahaman ini relevan bagi pemerintah desa, pemerintah daerah,
dan pelaku wisata. Hasil kajian dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan
arah pengembangan pariwisata desa. Pendekatan yang terintegrasi
memungkinkan pengembangan pariwisata berjalan selaras dengan kondisi
sosial dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini berperan

sebagai pondasi ilmiah sekaligus solusi praktis bagi pengembangan potensi



pariwisata yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

Kalurahan Banjarasri.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan tersebut yang menjadi fokus utama

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Apa saja potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kalurahan Banjarasri saat
ni?

Faktor apa saja yang memengaruhi pengembangan potensi pariwisata di
Kalurahan Banjarasri?

Bagaimana rekomendasi untuk mengembangkan potensi pariwisata di

Kalurahan Banjarasri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Untuk mengklasifikasi potensi pariwisata yang dimiliki Kalurahan
Banjarasri.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan potensi
pariwisata di Kalurahan Banjarasri.

Untuk memberikan rekomendasi untuk pengembangan potensi pariwisata

Kalurahan Banjarasri.

D. Manfaat Penelitian

a.

Manfaat penelitian dari peneliti ini dapat dibagi menjadi dua sisi:

Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat secara
teoritis, serta sebagai sumbangan pemikiran yang menjadi referensi dan
menambah wawasan pengetahuan bagi dunia pendidikan di bidang
pariwisata dan pertanahan. Kajian pariwisata umumnya menekankan
aspek promosi, ekonomi, dan budaya, sementara penelitian ini
menambahkan dimensi pertanahan yang sering terabaikan. Kontribusi
ini penting mengingat persoalan lahan sering menjadi hambatan utama

dalam pembangunan wisata berkelanjutan.
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b. Memperkaya literatur pengembangan potensi pariwisata di desa yang
belum mapan secara kelembagaan. Sebagian besar literatur lebih fokus
pada desa wisata yang sudah berkembang, sementara penelitian ini
menyoroti desa yang masih berada dalam tahap pengembangan. Dengan
demikian, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai faktor-
faktor awal yang memengaruhi kesiapan desa menuju destinasi wisata.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo
Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Dinas Pariwisata dan Dinas
Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, memberikan data empiris untuk
menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), terutama
dalam integrasi zonasi lahan berkelanjutan sesuai Perda Nomor 7 Tahun
2024. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan informasi tentang
pentingnya dukungan tata ruang pertanahan dalam pengembangan
destinasi pariwisata serta mendorong keterlibatan mereka dalam
kegiatan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan di Kalurahan
Banjarasri.

b. Bagi Pemerintah Kalurahan Banjarasri
Hasil Penelitian ini memberikan rekomendasi nyata mengenai strategi
pengembangan pariwisata berbasis masterplan yang dapat menjadi
dasar penyusunan kebijakan, perencanaan program desa, serta
pengalokasian anggaran untuk sektor pariwisata.

c. Bagi Masyarakat Lokal Kalurahan Banjarasri
Penelitian ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
potensi manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari pengembangan
pariwisata. Informasi ini dapat mendorong munculnya partisipasi aktif
masyarakat, memperkuat kapasitas komunitas, serta membuka peluang
usaha seperti UMKM, homestay, kuliner, kerajinan, atau jasa
pendukung wisata lainnya.

d. Bagi Pemangku Kepentingan Swasta dan Investasi Lokal

11



Hasil penelitian menyediakan gambaran mengenai peluang
pengembangan usaha wisata di Banjarasri dan hambatan yang harus
diatasi. Dengan demikian, pelaku usaha dapat merumuskan strategi
bisnis yang lebih matang, sementara calon investor dapat memahami
kebutuhan infrastruktur dan kondisi pertanahan yang relevan dengan

pengembangan destinasi.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka hasil penelitian dan

pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

Kalurahan Banjarasri memiliki potensi pariwisata yang beragam, meliputi
wisata alam, wisata religi, wisata sejarah dan budaya, wisata edukasi, serta
wisata berbasis UMKM. Daya tarik utama kawasan ini adalah Paralayang
Giri Sembung yang didukung panorama Perbukitan Menoreh dan
berkembang sebagai destinasi sport tourism sehingga mampu
meningkatkan kunjungan wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.
Selain itu, Dolan Ndeso menawarkan konsep wisata edukasi berbasis
pedesaan (Community Based Tourism) melalui program live in, aktivitas
pertanian, budaya lokal, dan interaksi langsung dengan masyarakat. Pada
kategori wisata religi, Gereja Santa Maria Boro dan Taman Doa Maria Watu
Blencong menjadi destinasi ziarah yang memiliki nilai religius, sejarah, dan
lingkungan alam yang mendukung aktivitas spiritual. Keberagaman potensi
tersebut menunjukkan bahwa Kalurahan Banjarasri memiliki daya tarik
wisata yang tidak hanya berorientasi pada rekreasi, tetapi juga mengandung
nilai edukasi, budaya, sejarah, spiritual, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan potensi pariwisata di Kalurahan Banjarasri dipengaruhi oleh
faktor internal, faktor eksternal, serta pengelolaan tanah berkelanjutan yang
saling berkaitan. Dari faktor internal, aspek atfraction menjadi kekuatan
utama melalui keberagaman objek wisata yang dimiliki, sedangkan aspek
accessibility secara umum telah didukung jalan beraspal menuju Banjarasri
meskipun akses menuju beberapa destinasi di kawasan perbukitan masih
memerlukan peningkatan. Pada aspek amenity, sebagian besar destinasi
telah memiliki fasilitas pendukung dengan tingkat kelengkapan yang
berbeda, sedangkan aspek ancillary ditunjukkan melalui keterlibatan
BUMDes, Pemerintah Kalurahan, Dinas Pariwisata, kelompok masyarakat,

dan CV Dolan Ndeso sebagai mitra swasta dalam pengelolaan wisata. Dari
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faktor eksternal, dukungan pemerintah melalui pelatihan, promosi,
pengembangan sport tourism, dan pendampingan desa wisata menjadi
faktor pendorong utama, meskipun koordinasi antar stakeholder masih perlu
diperkuat. Ditinjau dari perspektif Sustainable Land Management dan
Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan, seluruh objek wisata memiliki
status penguasaan, pemilikan, dan alas hak yang jelas sehingga memberikan
kepastian hukum dalam pemanfaatan lahan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa aspek penataan aset telah berjalan dengan baik, sedangkan penataan
akses masih memerlukan penguatan agar manfaat ekonomi dari
pengembangan pariwisata dapat dirasakan secara lebih merata oleh
masyarakat.

Rekomendasi pengembangan pariwisata di Kalurahan Banjarasri diarahkan
pada penguatan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan melalui
peningkatan kualitas aksesibilitas menuju kawasan wisata, penyediaan dan
pemerataan amenitas pada destinasi yang masih terbatas, penguatan
koordinasi antar stakeholder, peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
serta optimalisasi promosi digital. Selain itu, pengembangan destinasi perlu
difokuskan pada potensi unggulan seperti Paralayang Giri Sembung sebagai
kawasan sport tourism, Dolan Ndeso sebagai wisata edukasi berbasis
masyarakat, serta wisata religi di Gereja Santa Maria Boro dan Taman Doa
Maria Watu Blencong. Pengembangan tersebut perlu tetap memperhatikan
kesesuaian pemanfaatan ruang, kelestarian lingkungan, dan pemberdayaan
masyarakat sehingga keseimbangan antara penataan aset dan penataan akses
dapat terwujud sesuai dengan prinsip Sustainable Land Management dan
Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat

ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.
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B. Saran

1.

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo diharapkan terus memberikan
dukungan terhadap pengembangan pariwisata melalui program pelatihan,
promosi, dan pendampingan desa wisata. Pemerintah daerah perlu
memperkuat koordinasi antarinstansi dalam aspek perizinan dan
pemanfaatan lahan agar pengembangan destinasi wisata tetap sesuai dengan
tata ruang, kondisi lingkungan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Penyusunan dokumen tata ruang yang lebih rinci juga perlu didorong
sebagai acuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pengembangan

kawasan wisata di masa mendatang.

. Bagi Pemerintah Kalurahan Banjarasri

Pemerintah Kalurahan Banjarasri diharapkan dapat memperkuat koordinasi
antara BUMDesa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan
pariwisata. Pemerintah kalurahan perlu mendukung pengembangan sarana
dan prasarana wisata serta mendorong pengelolaan potensi wisata secara
berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih

luas.

. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam kegiatan
pariwisata melalui pengembangan UMKM, homestay, kuliner, kerajinan,
maupun kegiatan ekonomi kreatif lainnya. Masyarakat juga perlu menjaga
kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan rasa memiliki terhadap destinasi
wisata agar keberlanjutan pengembangan pariwisata dapat terjaga.

Bagi Pengelola Pariwisata

Pengelola pariwisata BUMDesa perlu meningkatkan kualitas pengelolaan
destinasi melalui penguatan sumber daya manusia, pelayanan wisata, serta
promosi digital. Perlu dilakukan regenerasi dan pembinaan pengelola secara
berkelanjutan agar kegiatan pariwisata tidak bergantung pada individu

tertentu dan tetap berjalan secara konsisten.
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5. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai
kesesuaian penggunaan lahan wisata dengan tata ruang apabila dokumen
RDTR telah tersedia. Selain itu, penelitian dapat dikembangkan pada aspek
dampak ekonomi pariwisata, efektivitas Community Based Tourism (CBT),
maupun implementasi Sustainable Land Management dan Sistem Penataan
Agraria Berkelanjutan dalam pengembangan desa wisata secara lebih

mendalam.
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